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Pergeseran garis politik dan pengaturan mengenai pemerintahan
daerah, berimplikasi terhadap kedudukan, fungsi, peranan,
otoritas dan kepemimpinan kepala daerah. Kepemimpinan kepala
daerah pada Era Otonomi Daerah terkait dengan sistem pilkada
langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung, masyarakat secara
demokratis bisa memilih seorang pemimpin yang mereka
harapkan dan dambakan. Implikasinya adalah pergeseran
paradigma administrasi publik dari serba negara ke arah good
governance menuntut transformasi kepemimpinan kepala daerah
dari model kepemimpinan yang tidak responsif, paternalistik, dan
birokratis, ke model kepemimpinan yang berorientasi pada
pengguna jasa, fleksibel, berorientasi kualitas, dan responsif. Model
kepemimpinan tersebut, dikenal dengan konsep kepemimpinan
transformasional, entrepreneurship, dan visioner.

Model kepemimpinan transaksional dan transformasional
menggambarkan hubungan kepala daerah dengan para pejabat
pemerintah daerah, masyarakat (konstituen), para pendukung
(followers), para pengusaha, dan stakeholders pada saat dan
pascapilkada. Kebijakan Partai membebaskan “mahar politik”
dalam tahap penjaringan dan penyaringan, membuka ruang
tampilnya tokoh masyarakat, tokoh bisnis, tokoh agama, tokoh
pemuda, perempuan, guru/dosen, purnawirawan TNI/Polri,
seniman, budayawan, dan artis nonkader partai terdaftar menjadi
bakal calon kepala daerah. Kebijakan DPP Partai menggratiskan
“biaya transaksi politik”, dalam rekrutmen, akan mendorong
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terpilihnya gubernur dan bupati/walikota dan wakilnya yang
kapabel dan akseptabel. Kapabilitas dan besarnya akseptabilitas,
menggambarkan peningkatan kualitas penyelengaraan pilkada
langsung oleh rakyat.

Besarnya partisipasi rakyat dalam pilkada, disertai kuatnya
tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, akan mengakselerasi
terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik. Demikian
pokok-pokok pikiran yang mengantarkan para pembaca dalam
mengetahui dan memahami pola kepemimpinan kepala daerah
dalam pilkada langsung oleh rakyat pada era otonomi daerah. Pola
(gaya) dan model kepemimpinan kepala daerah, di samping
dipengaruhi oleh sistem Pilkada, juga dipengaruhi oleh pergeseran
sistem politik dan ketatanegaraan, paradigma pemerintahan, serta
dinamika lingkungan sosial dan ekonomi lokal dan global.

Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan
kepada istri tercinta, Dra. Sami Pujiastutik, M.Si.; ibunda, Abul
Haris Suryo Negoro, atas segala perhatian dan pengorban selama
penyelesaian penulisan buku ini. Tiada lupa terima kasih penulis
sampaikan kepada Mas Luthfi J.  Kurniawan yang telah
memfasilitasi penerbitan buku ini. Terima kasih penulis sampaikan
kepada segenap pimpinan dan staf PT Cita Intrans Selaras yang
telah menerbitkan buku ini. Semoga Allah SWT melimpahkan
taufik dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu
penulis merampungkan penulisan hingga penerbitan buku ini.

Penulis menyadari ada kekurangan dan kelemahan dalam
tulisan ini. Kendati demikian, penulis berharap buku ini
membawa manfaat besar bagai mahasiswa, pemerhati, praktisi,
dan bagi kepala daerah serta aparatur pemerintah daerah.

Jember, 26 Juni 2020

A. Kholiq Azhari & Abul Haris S.N.
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Perubahan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di era
otonomi daerah berdampak pada beragamnya tantangan baru
dalam konstelasi demokrasi lokal. Seleksi kepemimpinan eksekutif
lokal yang tak lagi ditentukan dan dipilih oleh dewan perwakilan
rakyat daerah menuntut rakyat untuk lebih teliti dan selektif
dalam menjalankan demokrasi langsung.

Pemilihan kepala daerah membuka secercah harapan akan
hadirnya calon pemimpin eksekutif lokal yang memiliki
kapabilitas, integritas, dan dedikasi, serta kompetensi dalam
membangun daerahnya. Di sisi lain, preferensi kebanyakan rakyat
pemilih dihadapkan pada imajinasi pembangunan yang cepat
namun juga disertai dengan terwujudnya pemerintahan daerah
yang bersih (clean governance).

Pada sisi lain, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung
menyelipkan seutas harapan akan terlaksananya proses seleksi
pemimpin terbaik secara langsung oleh rakyat yang tujuannya tak
lain ialah untuk membuat lompatan perubahan berarti sekaligus
memberi dampak manfaat seluas-luasnya.

Sayangnya, hingga kini, pilkada langsung bukan berarti hadir
tanpa tantangan, politik uang dan mahar politik masih
membayangi pelaskanaan pilkada langsung. Tantangan juga belum
berhenti di tataran praktik, sebab potensi konflik di internal
eksekutif daerah masih kerap terjadi dan bahkan sering kali
berimbas pada kebijakan. Konflik di internal eksekutif yang
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berimbas pada kebijakan secara langsung diperunyam dengan
kurangnya kepiawaian kepemimpinan daerah.

Lantas, bagaimana cara keluar dari rimba permasalahan
kepemimpinan kepala daerah di era saat ini?

Buku ini memberikan seberkas jawaban. Tema dan subbahasan
di dalam buku ini menghadirkan opsi-opsi kebijakan segar dan
menawarkan ja lan keluar dari permasalahan menahun.
Kepimimpinan kepala daerah diposisikan menjadi kunci dari
kemajuan pembangunan sekaligus kesejahteraan masyarakat yang
dipimpinnya. Terpilihnya kepala daerah secara demokratis
sejatinya bisa dinilai sedini mungkin, yakni sedari tingkat
pencalonan kandidat di tingkat partai politik.

Buku ini mencoba menjawab beragam tantangan yang perlu
segera diselesaikan, tentu dengan catatan “pembaca mampu
menelaah secara mendalam,  mendasar,  radikal ,  dan
mengimplementasikannya di tataran praktis”. Tidak sampai di situ,
buku ini juga patut menjadi pegangan wajib bagi para calon
pemimpin daerah sebagai bekal dalam kepemimpinan di masa
yang akan datang. Selamat membaca!
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